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Penelitian ini di latar belakangi oleh penghentian sementara bebas visa
kunjungan negara yang semula 169 negara menjadi 10 negara. Hal tersebut terjadi
pada masa pandemi covid-19 indonesia menerapkan kebijakan pemberian fasilitas
bebas visa kunjungan hanya kepada 10 Negara anggota ASEAN. Lalu, dalam Pasal
6 Peraturan Presiden Nomor 21 tahun 2016 menerangkan bahwa pemberian bebas
visa kunjungan dapat dihentikan sementara atas pertimbangan keamanan negara
atau kesehatan masyarakat. Pemberian bebas visa kunjungan dinilai berdampak
pada aspek-aspek kehidupan bernegara, termasuk gangguan ketertiban umum dan
penyebaran penyakit. Karenanya, jumlah penerima kebijakan itu ditegaskan ulang.
Hal itu berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Rl Nomor M.HH-
GR.01.07 tahun 2023 pada tanggal 7 Juni 2023.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1). Bagaimanakah
peraturan visa kunjungan negara pada Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2016 ?
2). Bagaimanakah peraturan visa kunnjungan negara pada Keputusan Menteri
Hukum dan HAM RI Nomor M.HH-01.GR.01.07 Tahun 2023 ? 3). Bagaimanakah
regulasi tentang visa kunjungan negara dalam hukum internasional yang berlaku di
Indonesia ?. Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah : 1). Untuk
mengetahui peraturan visa kunnjungan negara pada Peraturan Presiden Nomor 21
Tahun 2016. 2). Untuk mengetahui peraturan visa kunnjungan negara pada
Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.HH-01.GR.01.07 Tahun 2023.
3). Untuk mengetahui regulasi tentang visa kunjungan negara dalam hukum
internasional yang berlaku di Indonesia.

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah
metode kualitatif dengan jenis penelitian yaitu penelitian hukum yuridis normatif
dengan metode pendekatan perundang-undangan (statue approach). Adapun teknik
pengumpulan data yang digunakan adalah teknik pengumpulan data kepustakaan
bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, publikasi, hasil
penelitian.
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Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1) Peraturan Presiden nomor 21
tahun 2016 memberlakukan visa kunjungan negara kepada 169 negara. 2) Dengan
adanya kebijakan Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.HH-
01.GR.01.07 Tahun 2023 Indonesia hanya mengizinkan hanya 10 negara rumpun
ASEAN vyakni Brunei Darussalam, Filiphina, Kamboja, Laos, Malaysia, Myanmar,
Singapura, Thailand, Timor Leste, dan Vietnam. 3) Terdapat dampak positif dan
dampak negatif dari kebijakan bebas visa tersebut. Adapun dampak positif tersebut
adalah menigkatnya devisa negara dalam sektor pariwisata dan dampak negatif
tersebut adalah penyalahgunaan izin tinggal dil.
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This research was motivated by the temporary suspension of visa-free visits
to countries from 169 countries to 10 countries. This happened during the Covid-
19 pandemic, Indonesia implemented a policy of providing visa-free visit facilities
to only 10 ASEAN member countries. Then, Article 6 of Presidential Regulation
Number 21 of 2016 explains that the granting of visa-free visits can be temporarily
suspended based on considerations of state security or public health. The granting
of visa-free visits is considered to have an impact on aspects of state life, including
disruption of public order and the spread of disease. Therefore, the number of
recipients of the policy was reaffirmed. This is based on the Decree of the Minister
of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia Number M.HH-GR.01.07
of 2023 on June 7 2023.

The problem formulation in this research is: 1). What are the country visit
visa regulations in Presidential Regulation Number 21 of 20167 2). What are the
country visit visa regulations in the Decree of the Minister of Law and Human
Rights of the Republic of Indonesia Number M.HH-01.GR.01.07 of 2023? 3). What
are the regulations regarding country visit visas in international law that apply in
Indonesia? The objectives of this research are: 1). To find out about country visit
visa regulations in Presidential Regulation Number 21 of 2016. 2). To find out the
country visit visa regulations in the Decree of the Minister of Law and Human
Rights of the Republic of Indonesia Number M.HH-01.GR.01.07 of 2023. 3). To
find out the regulations regarding country visit visas in international law that apply
in Indonesia.

The research method used in writing this thesis is a qualitative method with
the type of research, namely normative juridical legal research using a statutory
approach method. The data collection technique used is a library data collection
technique sourced from statutory regulations, books, publications, research results.

The results of this research show that 1) Presidential Regulation number 21
of 2016 applies state visit visas to 169 countries. 2) With the policy of the Republic
of Indonesia Minister of Law and Human Rights Decree Number M.HH-
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01.GR.01.07 of 2023, Indonesia only allows 10 ASEAN countries, namely Brunei
Darussalam, Philippines, Cambodia, Laos, Malaysia, Myanmar, Singapore,
Thailand, Timor Leste, and Vietnam. 3) There are positive and negative impacts of
the visa-free policy. The positive impact is the increase in foreign exchange in the
tourism sector and the negative impact is the misuse of residence permits, etc.
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